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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang 

Dalam perkembangan sistem perekonomian di negara Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh peranan bank sebagai lembaga yang ikut mensukseskan 

pembangunan nasional di negara ini. Secara teoritis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka dapat diartikan bahwa Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.1 Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.2 

Peranan bank dalam masyarakat sangat penting karena dapat membantu 

berjalannya perekonomian rakyat dengan baik. Secara ilmu ekonomi dan keuangan, 

salah satu hal penting yang sering ditinjau ialah mengenai peranan bank yakni sebagai 

lembaga intermediasi yang artinya bank dapat menyalurkan dana dari pihak yang 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
2 Ibid 
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dianggap berkelebihan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Dana yang 

diberikan tersebut diperoleh dari pemilik dana dalam rumah tangga, korporasi, ataupun 

badan usaha atau lembaga yang dapat digolongkan sebagai unit surplus dana dan 

mencari instrumen untuk penempatan surplus dana yang dimilikinya.3 Selain itu, 

selaku pengguna dana seperti rumah tangga, korporasi, ataupun badan usaha/lembaga 

yang membutuhkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membiayai kegiatan 

usahanya.4 Jika dilihat bahwa bank sebagai penyalur dana berdasarkan fungsinya 

tersebut di atas, maka tentu pada konsepnya diartikan bahwa sebagian besar aset yang 

dimiliki oleh perbankan dapat disalurkan kepada debitor. Tetapi, jika dana dari aset 

tersebut tidak dapat dikembalikan oleh debitornya, maka tentu bank tidak akan dapat 

menyelesaikan kewajiban kepada kreditornya sehingga otomatis akan berdampak 

kepada kegagalan bank dan secara umum dapat meningkatkan risiko sistemik pada 

kesluruhan sistem perbankan.5 

Ketika melihat industri perbankan sebagai sebuah badan usaha maka tentu ada 

beberapa karakteristik tertentu jika dibandingakan dengan beberapa lembaga keuangan 

lainnya. Bank sebelumnya memiliki fungsi tersendiri yakni pengaturan dan 

pengawasan, hal ini juga didukung oleh beberapa instrumen hukum berupa peraturan-

peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dan 

                                                           
3 Sihombing, Jonker, Butir-Butir Hukum Perbankan, RedCarpet Studio, Jakarta,2011, hal 1 
4 Ibid 
5 Silitonga, Joshua, Ricky, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Pemohon Pailit Bank Setelah Berdirinya 

Otoritas Jasa Keuangan. https://media.neliti.com/media/publications/165068-ID-kedudukan-bank-

indonesia-sebagai-pemohon.pdf (diakses tanggal 29 Maret 201) 
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peraturan serta Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Negara Republik Indonesia. 

Berbagai peraturan ini pada dasarnya dibuat dalam hal penanganan bank yang 

bermasalah hingga dalam kondisi gagal. Peran BI awalnya dibutuhkan sebagai lembaga 

pengawas perbankan yang dapat melakukan tindakan terhadap berbagai bank yang 

dianggap bermasalah.6 Seperti melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank 

serta mengajukan permohonan pailit terhadap bank. 

Jika dilihat dari kedua peran BI di atas maka tentu salah satu tugas yang dapat 

dilakukan oleh BI dalam menyikapi permasalahan terhadap suatu bank yang 

dinyatakan bermasalah atau gagal dengan menggunakan mekanisme permohonan pailit 

terhadap bank. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang 

(UUK-PKPU). Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU dijelaskan bahwa dalam hal menyangkut 

debitor adalah bank maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank 

Indonesia. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) yakni Pengajuan permohonan pernyataan 

pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan BI dan semata-mata didasarkan 

atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Jika dilihat 

dalam pasal tersebut di atas ternyata tidak ada alasan yang pasti bahwa mengapa hanya 

BI yang dapat melakukan pengajuan permohonan kepailitan terhadap suatu bank. 

Dengan demikian hal ini memunculkan berbagai pertanyaan di berbagai elemen 

                                                           
6Prisani, Maluida Anisa, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap 

bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya,Surabaya, 2016, hal 8 
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masyarakat tentang ketidakadilan karena mengambil hak para kreditor untuk 

mengajukan permohonan pailit. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat untuk 

mengajukan kepailitan ialah ketika debitor telah memiliki dua kreditor, kreditor yang 

dimaksudkan adalah yang memiliki hubungan utang-piutang secara langsung dengan 

debitor. Kreditor dari bank yang ada dalam perkara kepailitan ini juga tidak hanya 

adalah para nasabah penyimpan dana di bank yang dinyatakan pailit saja, tetapi juga 

dapat terdiri atas bank-bank lain yang memberikan fasilitas melalui interbank money 

market.7 Sebagai contoh kasus kepailitan yaitu PT. Bank Global Internasional Tbk 

sebagai debitor yang digugat pailit oleh Lina Sugiharti Otto sebagai kreditor. Bahwa 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI NO. 026/K/N/2006 dalam 

pertimbangannya hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur 

karena dianggap tidak memiliki legal standing berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UUK-

PKPU sehingga dianggap tidak berdasar hukum dan harus ditolak.8 Putusan ini ditolak 

karena seharusnya pengajuan permohonan pailit bank diajukan melalui persetujuan BI 

bukan secara mandiri oleh para kreditor. Kasus serupa juga terjadi antara gugatan pailit 

yang diajukan kepada PT Danamon Tbk selaku debitor yang dilakukan oleh kreditor 

Bank IFI. Putusan dari kasus ini juga menyatakan bahwa Bank IFI tidak memiliki legal 

standing dalam mengajukan permohonan pailit PT Danamon. Dengan demikian, peran 

BI dalam hal pailit bank adalah sebuah perwujudan fungsi pengawasan bank. BI 

                                                           
7 Sjahdeini, Remy, Sutan, Sejarah,Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2016, hal 227 
8 Putusan Mahkamah Agung RI No. 026/K/N/2006 antara Lina Sugiharti Otto melawan PT Bank Global 

Internasional Tbk 
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dianggap mengetahui kondisi sebuah bank untuk dapat diajukan permohonan pailit 

atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) maka fungsi 

pengawasan yang dimiliki oleh BI beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).9  

OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan 

non bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa 

keuangan lainnya.10 Dengan melihat latar belakang pembentukan OJK tersebut, maka 

salah satu bentuk pengambilalihan fungsi dari BI ke OJK adalah mengenai fungsi 

pengawasan. Kewenangan untuk mengajukan pailit terhadap bank seharusnya beralih 

ke OJK karena menyelenggarakan fungsi pengawasan dan dianggap sebagai lembaga 

yang mengetahui kondisi bank apakah insolven atau tidak, serta apakah dalam 

menjalankan tugasnya bank tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian.  

 Saat ini OJK telah menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap bank. 

Namun, hingga saat ini belum ada peralihan kewenangan dalam hal pengajuan 

permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Jika ditelaah dari peraturan yang ada, 

yakni pada Pasal 34 Undang-Undang BI ditegaskan bahwa BI hanya mengalihkan 

fungsi pengawasan terhadap bank. Namun hal ini bertolak belakang dengan peraturan 

                                                           
9 Ibid 
10 Otoritas Jasa Keuangan. http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx(diakses 

tanggal 29 Maret 2018) 

http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
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lain yakni dalam UUK-PKPU, dimana dalam Pasal 2 ayat (3) masih disebutkan bahwa 

dalam hal debitor adalah bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh BI karena 

semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara 

keseluruhan.11  

Tugas pengawasan perbankan di bidang microprudential sekarang sudah 

dipegang oleh OJK sehingga lembaga ini yang mengetahui kondisi keuangan dan 

kondisi perbankan secara keseluruhan. Dengan demikian, secara otomatis jika 

pertimbangan mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank dilihat dari kondisi 

keuangan dan kondisi perbankan, maka yang berwenang untuk mengajukan 

permohonan pailit itu adalah OJK karena pengalihan fungsi pengawasan tersebut.12 

Akan tetapi, kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi 

kepailitan bank tidak diambil oleh OJK.13 Dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang 

OJK juga tidak terdapat peralihan kewenangan mengenai permohonan pernyataan 

pailit terhadap bank dari BI ke OJK.     

 Hal ini tentu disebabkan oleh aturan yang berbenturan mengenai 

penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap suatu bank yang 

berpindah dari BI ke OJK terutama mengenai permohonan kepailitan. Sebelumnya 

pada penelitian yang dilakukan oleh Maulida Prisani dari Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya dengan judul “Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan 

                                                           
11Prisani, Maluida Anisa, Op Cit, hal 8 
12 Sylvia Janisriwati, Kepailitan Bank (Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan 

Suatu Bank), Logoz Publishing, Bandung, 2011, hal 166 
13  Sjahdenini Remy Sutan, Op Cit, hal 227 



7 
 

Pailit Terhadap Bank Dari BI ke OJK” juga telah menjelaskan bahwa seharusnya 

permohonan pailit terhadap bank dialihkan ke OJK dan perlu juga untuk dibuat 

ketentuan pelaksanaan tentang permohonan pernyataan pailit bagi bank agar 

terciptanya kepastian hukum.14  

Dibandingkan dengan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini penulis 

akan mencoba untuk menganalisis dan memaparkan mengenai apakah kewenangan 

permohonan pailit terhadap bank ini sudah harus dialihkan ke OJK atau BI. Selain itu, 

penulis juga akan membahas mengenai pengaturan pengajuan permohonan kepailitan 

secara teknis pasca terbentuknya lembaga OJK. 

Berdasarkan masalah tersebut yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa 

penting untuk membahas masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul 

“KEWENANGAN OTORITAS TERKAIT DALAM MENGAJUKAN 

PERMOHONAN KEPAILITAN DI BIDANG PERBANKAN” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan atas kewenangan dalam mengajukan permohonan 

kepailitan terhadap bidang perbankan sebelum terbentuknya OJK? 

                                                           
14 Prisani, Maluida A, Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank 

Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya,Surabaya, 2016, hal 8 
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2. Bagaimana pengaturan atas kewenangan dalam mengajukan permohonan 

kepailitan terhadap bidang perbankan setelah terbentuknya OJK? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengaturan dalam pengajuan 

permohonan pailit bank sebelum terbentuk OJK 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme pengaturan 

dalam mengajukan permohonan pailit bank setelah terbentuk OJK dan 

kaitannya dengan otoritas di sektor jasa keuangan lainnya 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dilihat dari segi akademik yaitu agar dapat 

memberikan ilmu pengetahuan bagi para akademik serta pihak-pihak lain yang ingin 

memperdalam pemahaman mengenai bidang kepailitan khususnya pengajuan 

permohonan kepailitan oleh BI terhadap suatu bank sebagai debitor sebelum dan 

setelah terbentuknya OJK. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan masukan serta informasi bagi 

masyarakat ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan proses kepailitan 
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bank terutama bagi para nasabah atau pihak-pihak berupa kreditor dan mungkin 

mengalami kondisi bank sebagai debitor yang bermasalah dan hampir pailit. Sehingga 

masyarakat dapat mengetahui secara pasti mengenai lembaga berwenang dalam hal ini 

BI atau OJK untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank. Pihak yang 

berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank menurut ketentuan UUK-

PKPU adalah BI. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Penulisan dari skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Penulis akan menguraikan beberapa hal diantaranya adalah latar belakang 

penulisan skripsi yakni mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Latar 

belakang dimaksud menjelaskan mengenai tugas dan fungsi bank dalam memajukan 

perekonomian rakyat yakni sebagai lembaga intermediasi, dan mengenai kewenangan 

BI sebagai lembaga tunggal yang diamantkan oleh UUK-PKPU untuk berwenang 

mengajukan permohonan kepailitan terhadap bank jika dibandingkan kewenangannya 

sebelum dan sesudah dibentuknya lembaga OJK. Pada bab ini penulis juga menuliskan 

mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

Bab II   Tinjauan Pustaka 
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Pada bab II penulis menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang penulis angkat untuk menjadi dasar dalam melakukan 

Analisa pada bab IV. Bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai teori tentang 

kepailitan yang ada di Indonesia. Penulis akan membahas mengenai peranan BI 

berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia. 

Serta juga menjelaskan mengenai terbentuknya lembaga OJK berdasarkan UU OJK 

serta fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya terhadap lembaga perbankan di Indonesia. 

Bab III Metodologi Penelitian 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini, yakni dengan menggunakan prosedur 

pengumpulan data penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan 

hukum normatif dalam penulisan penelitian ini, yakni dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan terhadap masalah hukum yang ada. 

Bab IV  Hasil Analisis dan Penelitian  

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari 

penelitian yang dilakukan dalam menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum.  

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua 

pembahasan yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran yang diharapkan 

bermanfaat serta relevan. 


